SALINAN

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI PATI,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih,
indah, sehat, dan berkesinambungan diperlukan
partisipasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan di
Kabupaten Pati;

bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan
permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai
secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya
pengendalian terhadap penggunaan kantong plastik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan

Kantong Plastik;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang . . .



Menetapkan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 99);

Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BABTI. ..



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pati.
Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pati.

5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau
mengandung bahan dasar plastik, lateks atau
polyrthylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau
bahan sejenis lainnya, dengan/ atau tanpa pegangan
tangan, yang digunakan sebagai media untuk
mengangkat mengangkut barang.

7. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong
yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah
terurai dan/ atau kantong permanen yang dapat dipakai
berulang-ulang.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang perdagangan.

9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang
terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau
disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri
untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

10. Pasar . ..



10. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun,

11.

(1)

(2)

dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan
Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan
tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan
menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta
usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual
beli Barang melalui tawar-menawar.

Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan
mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran
yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department
Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk

perkulakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong

plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran

sampah plastik dari sumber penghasil sampah.

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong

plastik bertujuan untuk:

a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya
yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat
meracuni tanah;

b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;

C. menjamin keberlangsungan dan kelestarian
ekosistem; dan

d. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan
serta dalam  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup.

BABIIIL . . .



BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan mempunyai

tugas menjamin terselenggaranya pengurangan

penggunaan kantong plastik yang meliputi:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam pengurangan
penggunaan kantong plastik;

b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan
upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
dan

c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah,
Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan
masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam
pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 4

Dalam  menyelenggarakan  program  pengurangan

penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan
penggunaan kantong plastik;

b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik

oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB IV
PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH
LINGKUNGAN

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha wajib menggunakan kantong alternatif
ramah lingkungan dalam rangka mengurangi
ketergantungan terhadap kantong plastik.

(2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada:

a. pusat perbelanjaan;

b. toko . ..



(2)

(3)

b. toko swalayan;

c. pasar rakyat;

d. restoran;

e. industri; dan

f. masyarakat.
BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan dalam pengurangan
penggunaan kantong plastik terhadap:
a. pelaku usaha; dan
b. masyarakat.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui:
a. sosialisasi;
b. pembinaan; dan
c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan
hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah
lingkungan.
Pasal 7
Bupati melakukan pengawasan penerapan
pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap
terhadap:
a. pelaku usaha; dan
b. masyarakat.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk
Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI . ..



(1)

(2)

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8
Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan
kantong alternatif ramah lingkungan.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. program kemitraan;

b. program adiwiyata;

c. program kampung iklim;

d. program bersih-bersih pantai;

e. program pemilahan sampah dari sumber;
f. program lingkungan bersih dan sehat; dan

g. program bank sampabh.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9
Pelaku Usaha  yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis.
Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, pelaku
usaha dikenakan sanksi administratif lain sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 8 Juli 2019
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 34




